














PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Membaca

Menimbang : a.

Mengingat

KABUPATEN REMBANG

Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2019.

bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang
diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu
menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 menjadi
Peraturan Daerah;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;
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bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang
diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu
menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 menjadi
Peraturan Daerah;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;



10.

Ll

32

13.

14.

15,

16.

L7.

18.

19

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan. Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistim Informasi Keuangan Desa,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Wali Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;



Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November
2018.

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November
2018.

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2018.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 beserta
perubahan-perubahannya sebagaimana  tersebut dalam
laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2018

e

KETYABEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
e - KAB‘GPATEN REMBANG .




